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This study aims to determine the effectiveness of Village Fund Allocation 
management in improving the physical development of Seponti Jaya Village, 
Seponti District, Kayong Utara Regency, which includes planning and 
monitoring of village fund allocation management. This research uses qualitative 
methods in descriptive form. Data collection tools used observation guides, 
interviews, and documentation. The results showed; 1) the village government of 
Seponti Jaya has implemented a village fund allocation management plan in 
accordance with the regulation of the North Kayong Regent regarding technical 
guidelines for the use of village funds in Kayong Utara district in 2018; 2) the 
supervision of the management of the Village Fund Allocation is not good due to 
the lack of supervision from government officials and not including legal officers 
in the management of Village Fund Allocation; 3) planning for the management 
of the Village Fund Allocation has been effective, while the supervision of the 
management of the Village Fund Allocation is ineffective. The physical 
development of the village has increased with the Village Fund Allocation every 
year, the Seponti Jaya Village government plans the physical development of the 
Village to facilitate the activities of the Village community. 
Keywords: effectiveness, Village Fund Allocation Management, Physical 
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PENDAHULUAN 
Desa merupakan tempat 
permukiman masyarakat yang 
memiliki kriteria tertentu sesuai 
dengan komponen yang tersusun di 
dalamnya. Pemerintahan Desa 
merupakan salah satu sistem 
pemerintahan paling bawah yang di 
pimpin oleh kepala Desa yang dipilih 
melalui pemilihan secara langsung 
oleh masyarakat Desa. Menurut 
Undang-Undang No.6 tahun 2014 
tentang Desa sangat jelas mengatur 
tentang pemerintahan Desa, yang 
menyatakan bahwa Desa adalah 
kesatuan masyarakat hukum yang 
memiliki batas-batas wilayah yang 
berwenang terhadap urusan 
pemerintahan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia. 
Berdasarkan Undang-undang 
No.23 tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah, bahwa 
pemberian otonomi daerah adalah 
hak, wewenang, dan kewajiban 
daerah otonom untuk mengatur dan 
mengurus sendiri urusan 
pemerintahan dan kepentingan 
masyarakat setempat dalam sistem 




Indonesia. Agar tidak terjadi 
penyalahgunaan dan penyelewengan 
atas pemberian wewenang harus 
diikuti pengawasan yang kuat. Titik 
berat otonomi dilakukan oleh 
pemerintah kabupaten/kota, namun 
kemandirian  dimulai dari 
pemerintahan Desa. Kepala Desa 
memiliki wewenang sebagai 
pemegang kekuasaaan dalam 
pengelolaan keuangan Desa dan 
kepemilikan kekayaan milik Desa, 
sedangkan badan permusyawarahan 
desa dan pengawas kebijakan 
(peraturan Desa) pengelolaan 
keuangan desa menjadi wewenang 
desa yang dijabarkan dalam 
Peraturan Desa (Perdes) tentang 
Angaran Dan Pendapatan Belanja 
Desa (APBD). Pemerintahan Desa 
harus menjadikan Desa benar-benar 
sejahtera dengan adanya Alokasi 
Dana Desa dari dana perimbangan. 
Perubahan kearah pemberdayaan 
Desa harus dilaksanakan untuk 
menuju otonomi Desa. 
Alokasi Dana Desa 
merupakan dana perimbangan yang 
diterima Kabupaten/Kota dalam 
Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten/Kota setelah 
dikurangi Dana Alokasi Khusus dan 
digunakan untuk membiayai 
pelaksanaan pembangunan, dan 
pemberdayaan  masyarakat 
dipedesaan. Alokasi Dana Desa 
bertujuan meningkatkan 
penyelenggaraan Pemerintah Desa 
dalam melaksanakan pelayanan 
pemerintahan, pembangunan dan 
kemasyarakatan sesuai dengan 
wewenangnya. Dengan adanya 
Alokasi Dana Desa dapat 
mewujudkan pemenuhan hak Desa 
untuk menyelenggarakan otonomi 
Desa agar benar-benar sejahtera. 
Selain itu Alokasi Dana Desa juga 
diharapkan dapat meningkatkan 
kemampuan lembaga 
kemasyarakatan di Desa dalam 
perencanaan, dan pengawasan. 
Desa mempunyai peran yang 
penting untuk membantu pemerintah 
Daerah dalam proses 
penyelenggaraan pemerintahan, 
termasuk pembangunan. Dalam 
perencanaan dan pelaksanaan 
pembangunan pedesaan yang 
bersumber dari Alokasi Dana Desa di 
Kecamatan Seponti khususnya Desa 
Seponti Jaya diperlukan kerjasama 
antara kepala Desa, pemerintahan 
Desa serta partisipasi masyarakat 
sangat diperlukan dalam pengawasan 
pengelolaan Alokasi Dana Desa. 
Jumlah Alokasi Dana Desa 
ditentukan berdasarkan perhitungan 
Alokasi Dana Desa minimal dan 
Alokasi Dana Desa proporsional 
yang telah ditetapkan oleh pihak 
kabupaten bagian badan 
pemberdayaan masyarakat dan 
Pemerintahan Desa. Perhitungan 
Jumlah Alokasi Dana Desa dihitung 
berdasarkan asas merata, sehingga 
memiliki jumlah yang sama di setiap 
Desa. Pembagian jumlah Alokasi 
Dana Desa secara proporsional 
ditentukan berdasarkan jumlah 
penduduk, angka kemiskinan, dan 
luas wilayah. Tujuan penggunaan 
azas merata dan adil dalam Alokasi 
Dana Desa adalah agar 
pembangunan di tiap Desa di 
Kabupaten Kayong Utara dapat 
berlangsung dengan optimal dan 
sesuai dengan yang diharapkan oleh 
pemerintah sehingga mutu kehidupan 





Kayong Utara mengalokasikan 
Alokasi Dana Desa tahun anggaran 
2018 sebesar 10% dari dana 
perimbangan yang diterima daerah 
setelah dikurangi dana Alokasi 
Khusus dalam Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah. Alokasi Dana 
Desa mempunyai pengaruh yang 
besar dalam pembangunan di Desa, 
dibandingkan dengan sumber dana 
pendapatan Desa lainnya seperti 
bantuan dari Pemerintah pusat (Dana 
Desa), bagi hasil pajak dan retrebusi 
Daerah, serta bantuan keuangan 
lainnya. 
METODE PENELITIAN 
Metode penelitian digunakan 
dalam pelaksanaan penelitian. Pada 
penelitian ini menggunakan metode 
kualitatif deskriptif. Oleh sebab itu, 
metode yang digunakan haruslah 
sesuai dengan masalah dan tujuan 
yang diteliti. Menurut Arikunto 
(2014:202)  bahwa,”metode 
penelitian adalah cara yang 
digunakan oleh peneliti dalam 
mengumpulkan data penelitiannya”. 
metode penelitian adalah cara yang 
dugunakan peneliti untuk 
mendapatkan data yang sesuai 
dengan tujuan dan kegunaan peneliti. 
Dalam penelitian kualitatif bertujuan 
untuk mendeskripsikan suatu 
fenomena dan persepsi manusia 
secara individu maupun secara 
kelompok. 
Populasi dalam penelitan 
yaitu meliputi kepala Desa, 
bendahara Desa, kaur perencanaan 
Desa dan 3 masyarakat Desa. Dalam 
pengambilan sampel menggunakan 
teknik Purposive Sampling. Menurut 
Sugiyono (2018:300) “Purposive 
Sampling adalah teknik pengambilan 
sampel sumber data dengan 
pertimbangan tertentu”. Artinya 
pertimbangan tersebut adalah orang 
yang dianggap paling tahu tentang 
apa yang kita harapkan, atau data 
yang kita butuhkan, sehingga akan 
memudahkan dalam pengambilan 
data penelitian. 
Teknik pengumpul data yang 
digunakan peneliti ini adalah 
observasi, wawancara, dan 
dokumentasi. Menurut Wahidah 
(2018: 85) bahwa, “Teknik 
dokumentasi adalah teknik 
pengumpulan data yang diperoleh 
dengan cara melihat atau 
menganalisis dokumen-dokumen 
yang ada sesuai kebutuhan 
penelitian”. Dokumentrasi dalam 
penelitian ini yaitu, catatan hasil 
wawancara, dokumen-dokumen yang 
berhubungan dengan yang diteliti. 
HASIL PENELITIAN DAN 
PEMBAHASAN 
Hasil Penelitian 
Berdasarkan hasil penelitian 
yang telah diperoleh melalui 
observasi dan wawancara 
pengelolaan alokasi dana desa 
memiliki tahapan yaitu tahap 
perencanaan dan tahap pengawasan. 
Dalam penggunaan perencanaan 
Alokasi Dana Desa melalui beberapa 
tahapan perencanaan, yaitu, 
pembuatan design gambar, 
penyusunan Rencana Anggaran 
Biaya, verifikasi Rencana Aanggaran 
Biaya, dan validasi Rencana 
Aanggaran Biaya. 
Berdasarkan hasil observasi 
yang telah dilakukan oleh peneliti 
bahwa pembuatan desain gambar 
ialah salah satu kewajiban yang 




kegiatan sebelum menyusun estimasi 
Rencana Anggaran Biaya yang 
dibentuk dan ditetapkan dengan 
keputusan Kepala Desa. Desain 
gambar yang dimaksudkan ialah 
gambar sederhana yang diperlukan 
sebagai dasar bagi tim pengelola 
kegiatan untuk menyusun estimasi 
Rencana Anggaran Biaya setiap 
kegiatan dibidang pembangunan 
Desa Seponti Jaya. pemerintah desa 
dan tim pengelola kegiatan telah 
membuat desain gambar sebelum 
menyusun estimasi Rencana 
Anggaran Biaya dibidang 
pembangunan. 
Berdasarkan hasil observasi 
yang telah dilakukan peneliti bahwa 
setelah membuat desain gambar 
selanjutnya menyusun Rencana 
Anggaran Biaya. Desain gambar dan 
Rencana Anggaran Biaya merupaka 
jenis kegiatan yang dibuat setelah 
dilakukan survei teknis lapangan dan 
survei harga. Setelah melakukan 
survei hal yang wajib diingat ialah 
membuat cacatan tentang semua hal 
yang berpengaruh pada perencanaan 
dan pelaksanaan kegiatan 
pembangunan Desa yang telah 
direncanakan. Tim Pengelola 
Kegiatan pembangunan terdiri dari 
pemerintah Desa dan lembaga 
kemasyarakatan Desa untuk 
menyusun rencana kegiatan meliputi 
rencana anggaran biaya dengan 
survei harga di pasar Desa. 
Berdasarkan hasil observasi 
yang telah dilakukan peneliti setelah 
penyusunan estimasi Rencana 
Anggaran Biaya (RAB) selesai 
dilaksanakan, maka proses 
berikutnya adalah melakukan 
verifikasi terhadap estimasi RAB 
yang telah direncanakan oleh Tim 
Pengelola Kegiatan. Verifikasi 
rencana anggaran biaya dilakukan 
oleh tim verivikasi yang dibentuk 
oleh kepala desa dengan 
koordinatornya sekertaris Desa. Agar 
verifikasi estimasi rencana anggaran 
biaya setiap kegiatan memenuhi azas 
transparan dan akuntabilitas. Tim 
verifikasi harus melibatkan beberapa 
pihak yang memahami dan memiliki 
informasi terkait dengan kegiatan 
yang direncanakan untuk 
dilaksanakan. Estimasi rencana 
anggaran biaya kegiatan yang telah 
diverifikasi dan mendapatkan 
persetujuan oleh kepala desa , 
selanjutnya dijadikan dokumen 
perencanaan kegiatan oleh tim 
pengelola. selain keterlibatan 
berbagai pihak yang memahami 
rencana kegiatan yang akan 
dilaksanakan, unsur-unsur yang 
tergabung dalam tim verifikasi RAB 
harus mencerminkan terwujudnya 
perencanaan partisipatif dengan 
demikian, diharapkan akan 
terbangun kerjasama antar elemen 
pemerintah Desa dengan berbagai 
elemen masyarakat yang ada di Desa 
Seponti Jaya. Estimasi rencana 
anggaran biaya kegiatan yang telah 
diverifikasi oleh tim harus 
mendapatkan persetujuan dari kepala 
Desa, untuk dijadikan dokumen 
perencanaan kegiatan Tim Pengelola 
Kegiatan. 
Setelah estimasi RAB 
diverifikasi oleh tim, maka Rencana 
Anggaran Biaya harus disampaikan 
kepada Perangkat Daerah teknis 
terkait untuk mendapatkan validasi. 
Setelah Rencana Anggaran Biaya 
mendapatkan validasi pemerintah 
desa menjadikan sebagai dasar 





Selama peneliti melakukan 
observasi pengawasan pengelolaan 
alokasi dana desa dilakukan oleh 
Pemerintah Kabupaten sejak proses 
perencanaan,  pelaksanaan, 
pertanggungjawaban   dan 
pengawasan, melalui perangkat 
Daerah kabupaten yang membidangi 
urusan pemerintahan Desa, aparat 
pengawas fungsional maupun pihak 
kecamatan. Selain itu di tingkat 
Desa, dilakukan peningkatan fungsi 
pengawasan oleh  Badan 
Permusyawaratan Desa maupun 
melalui pengawasan masyarakat 
secara partisipatif. Pada saat 
observasi peneliti tidak mendapatkan 
bukti pengawasan yang telah 
dilakukan oleh perangkat pemerintah 
dan masyarakat desa. 
Pembahasan 
Pengelolaan Alokasi Dana 
Desa Seponti Jaya merupakan 
keseluruhan kegiatan yang meliputi 
perencanaan, pelaksanaan, 
pertanggungjawaban    dan 
pengawasan pengelolaan Alokasi 
Dana Desa. Berdasarkan temuan 
observasi yang peneliti lakukan, pada 
tahap perencanaan pengelolaan 
alokasi dana desa pemerintah desa 
telah sesuai berdasarkan pedoman 
yang telah di tentukan pemerintah 
kabupaten. agar tidak terjadi 
penyalahgunaan alokasi dana desa 
yang dianggarkan  untuk 
pemerintahan desa dapat bermanfaat 
secara maksimal maka dengan 
mengedepankan prinsip efektif, 
transparan dan akuntabel, diperlukan 
perencanaan yang memenuhi standar 
teknis. Perencanaan yang dapat 
dipertanggungjawabkan, sesuai 
dengan mekanisme perencanaan 
penggunaan Alokasi Dana Desa. 
Perencanaan pengelolaan 
alokasi dana desa yang telah dibuat 
meliputi: pembuatan desain gambar 
yang dibuat sudah sesuai yaitu 
gambaran awal pembangunan fisik 
desa. Penyusunan rencana anggaran 
biaya yang telah dibuat mencakup 
nama bahan material, volume, 
satuan, harga satuan dan jumlah. 
Verifikasi rencana anggaran biaya 
dilaksanakan dengan pembentukan 
keanggotaan verifikasi yang menjadi 
ketetapan kepala desa. Pemerintah 
desa telah membuat tim keanggotaan 
verifikasi rencana anggaran biaya 
yang terdiri dari, beberapa perangkat 
desa, kadus, ketua Rt, dan 
masyarakat yang dipilih sebagai 
anggota dari tim verifikasi rencana 
anggaran biaya. Validasi rencana 
anggaran biaya dilakukan setelah 
melakukan verifikasi rencana 
anggaran biaya dan diserahkan 
kepada pemerintah kabupaten. 
Perencanaan yang telah dibuat oleh 
pemerintah desa meliputi: pembuatan 
desain gambar, penyusunan Rencana 
Anggaran Biaya (RAB), verifikasi 
RAB, dan validasi RAB. 
Pada tahap perencanaan 
meliputi kegiatan Musyawarah 
Rencana Pembangunan Desa 
(Musrenbangdes), penyusunan 
Rencana Peraturan Desa tentang 
APBDesa, Adapun dari hasil 
wawancara dan pegamatan terhadap 
beberapa dokumen diketahui pada 
tahap perencanaan dapat dilihat 
kehadiran masyarakat dalam acara 
musrenbang tahun 2018, dimana 
dalam pelaksanaan Musrenbang 
diikuti oleh Perangkat Desa, Badan 
Permusyawaratan Desa, RT, 





Prinsip terpenting dalam 
Musrenbangdes adalah adanya 
partisipasi,     akuntabilitas dan 
transparansi dari pihak perangkat 
Desa. Desa Seponti Jaya telah 
mewujudkan prinsip partisipasi, 
akuntabilitas dan transparansi. 
Partisipasi dalam pengelolaan alokasi 
dana desa dapat dilihat melalui 
komitmen pemerintahan Desa yang 
mengundang beberapa lembaga 
masyarakat untuk berpartisipasi 
dalam Musrenbangdes. Pada setiap 
akan dilaksanakan Musrenbangdes, 
maka pemerintah Desa Seponti Jaya 
akan bekerja sama dengan Badan 
Permusyawaratan Desa untuk 
mengumpulkan lembaga-lembaga 
masyarakat yang lain untuk dimintai 
pendapat tentang apa yang mereka 
butuhkan demi kesejahteraan 
masyarakat Desa. 
Dari segi transparansi, 
pemerintah Desa Seponti Jaya 
mengupayakan untuk setransparan 
mungkin. Sesuai dengan hasil 
wawancara, pemerintah Desa 
Seponti Jaya selalu 
menginformasikan hasil dari 
Musrenbangdes melalui penetapan 
Peraturan Desa (Perdes). Pemerintah 
Desa Seponti Jaya dalam 
mewujudkan prinsip transparansi 
pada tahap perencanaan pengelolaan 
Alokasi Dana Desa membuat baleho 
yang dipasang di depan Kantor Desa. 
Tahap perencanaan pengelolaan 
alokasi dana desa dapat dikatanan 
sudah baik. 
Mengacu pada Peraturan 
Bupati Kayong Utara Nomor 22 
Tahun 2018 tentang pedoman Teknis 
penggunaan Dana Desa di 
Kabupaten Kayong Utara Tahun 
2018 dimana untuk menghasilkan 
perencanaan yang valid dan dapat 
dipertanggungjawabkan, maka pada 
tahap perencanaan pemerintah desa 
membuat Rencana Anggaran Biaya 
(RAB), verifikasi RAB, dan Validasi 
RAB. Pemerintah Desa Seponti Jaya 
telah melaksanakan sesuai dengan 
peraturan yang telah ditetapkan. Pada 
tahap perencanaan pengelolaan 
Alokasi Dana Desa yang dilakukan 
oleh perangkat Desa dalam kegiatan 
pembangunan fisik desa sehingga 
dapat dikatakan sudah baik. 
Mengacu pada Peraturan 
Bupati Kayong Utara Nomor 22 
Tahun 2018 Tentang Pedoman 
Teknis Penggunaan Dana Desa Di 
Kabupaten Kayong Utara Tahun 
2018 Pengawasan terhadap 
penggunaan Dana Desa dilakukan 
oleh Pemerintah Kabupaten sejak 
proses perencanaan, pelaksanaan, 
pertanggungjawaban  dan 
pemanfataan, melalui Perangkat 
Daerah kabupaten yang membidangi 
urusan pemerintahan Desa, aparat 
pengawas fungsional maupun pihak 
kecamatan. Selain itu di tingkat 
Desa, dilakukan peningkatan fungsi 
pengawasan oleh Badan 
Permusyawaratan Desa maupun 
melalui pengawasan masyarakat 
secara partisipatif. 
Berdasarkan hasil temuan 
yang peneliti lakukan dengan 
observasi dan wawancara dengan 
informan pengawasan pengelolaan 
Alokasi Dana Desa di Desa Seponti 
Jaya sudah menerapkan prinsip 
keterbukaan kepada masyarakat 
tentang program pengelolaan Alokasi 
Dana Desa hal ini bertujuan untuk 
memudahkan masyarakat maupun 
pemerintah diatasnya dalam 
mengawasi pengelolaan Alokasi 
Dana Desa yang dilaksanakan. 




Dana Desa untuk tahun 2018 di Desa 
Seponti Jaya dapat dikatakan cukup 
baik. 
Efektivitas Pengelolaan 
Alokasi Dana Desa di Desa Seponti 
Jaya merupakan tahapan pengelolaan 
Alokasi Dana Desa, tahap 
perencanaan dan tahap pengawasan 
untuk keperluan pembiayaan 
penyelenggaraan pemerintah Desa 
dan pembangunan fisik yang dimulai 
dari perencanaan sampai pengawasan 
hal ini diperuntukkan untuk 
kesejahteraan masyarakat di Desa 
Seponti Jaya agar dapat tumbuh dan 
berkembang secara merata dan 
terarah sesuai denga perencaaan 
program-program  pemerintah 
berdasarkan aturan-aturan yang 
berlaku. tahap perencanaan 
pengelolaan Alokasi Dana Desa di 
Desa Seponti Jaya sudah efektif, 
karena sesuai dengan ukuran 
efektivitas dimana jika mencapai 
100% dapat dikatakan efektif. pada 
tahap pengawasan pengelolaan 
Alokasi Dana Desa dapat dikatakan 
tidak efektif, karena sesuai dengan 
ukuran efektivitas jika pencapaian 
dibawah 100% maka dapat dikatakan 
tidak efektif. 
Pengelolaan Alokasi Dana 
Desa dalam Pembangunan Fisik 
Desa Seponti Jaya meliputi 
perencanaan dan pengawasan. 
Pembangunan fisik Desa bertujuan 
untuk kesejahteraan masyarakat Desa 
agar dapat tumbuh dan berkembang 
secara merata dan terarah sesuai 
dengan perencanaan program- 
program pemerintah berdasarkan 
aturan-aturan yang berlaku. 
Pembangunan fisik Desa dari tahun 
ke tahun 2018 yaitu, pembangunan 
jalan rabat beton TR 0B, 
pembangunan jalan rabat beton TR 
2A, dan pembangunan rabat beton 
TR 0A. 
KESIMPULAN DAN SARAN 
Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian yang 
dilakukan melalui proses wawancara 
terhadap informan tentang 
Efektivitas Pengelolaan Alokasi 
Dana Desa Dalam Meningkatkan 
Pembangunan Fisik Desa Seponti 
Jaya Kecamatan Seponti Kabupaten 
Kayong Utara, maka dapat 
disimpulkan secara umum bahwa 
pengelolaan Alokasi Dana Desa 
dapat dikatakan cukup baik. 
sedangkan kesimpulan berdasarkan 
sub-sub masalah dalam penelitian 
ini, peneliti menyimpulkan sebagai 
berikut: (1) Perencanaan 
pengelolaan Alokasi Dana Desa 
sudah terlaksana dengan baik. 
Pemerintah Desa Seponti Jaya sudah 
melaksanakan sesuai dengan 
Peraturan Bupati Kayong Utara 
Nomor 22 Tahun 2018 Tentang 
Pedoman Teknis Penggunaan Dana 
Desa Di Kabupaten Kayong Utara 
Tahun 2018. (2) Pengawasan 
pengelolaan Alokasi Dana Desa 
kurang baik. pemerintah desa tidak 
mengikutsertakan aparat hukum 
dalam pengelolaan alokasi dana desa. 
Kurangnya  keingintahuan 
masyarakat tentang pengelolaan 
alokasi dana desa sehingga tidak ada 
pengawasan dari masyarakat desa. 
(3) Pengelolaan Alokasi Dana Desa 
dalam kategori cukup efektif. 
Perencanaan pengelolaan alokasi 
dana desa sudah efektif, karena 
sudah sesuai dengan ukuran 
efektivitas yang mana pencapaian 
100% berarti efektif. Pemerintah 
desa sudah melaksanakan 
perencanaan sesuai dengan peraturan 




2018 tentang pedoman teknis 
penggunaan dana desa di kabupaten 
kayong utara tahun 2018. 
Pengawasan pengelolaan alokasi 
dana desa dapat dikatakan tidak 
efektif, karena pengawasan yang 
dilakukan aparat pemerintah maupun 
masyarakat desa kurang intensif. 
Saran 
Berdasarkan hasil peneliti 
menyarankan : (1) Perencanaan 
sudah sesuai dengan peraturan 
pemerintah, namun dalam 
perencanaan namun belum 
sepenuhnya  mendukung 
permasalahan yang ada di Desa. 
Oleh karena itu peneliti memberikan 
saran bahwa perlu dirumuskan 
penggunaan dana  untuk 
pembangunan Desa. (2) Hendaknya 
pengawasan pengelolaan Alokasi 
Dana Desa dilakukan secara intensif 
oleh aparat pemerintah agar tidak 
terjadi penyalahgunaan Alokasi Dana 
Desa serta mengikutsertakan aparat 
hukum dalam proses pengelolaan 
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